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ABSTRAK 

Imam Wijaya/ 222015154/ 2019/ Analisis Faktor-Faktor Penyebab 

Ketidakpatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kecamatan 

Alang-Alang Lebar Kota Palembang. 

 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja penyebab 

ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di kecamatan alang-

alang lebar kota Palembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengettahui 

faktor-faktor apa saja penyebab ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 

roda dua di kecamatan alang-alang lebar kota palembang. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik 

kuesioner,wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah 

analisis kuantitatif. Hasil penelitian ini kualitas pelayanan, tingkat pendidikan 

,tingkat penghasilan, kemauan dan kesadaran yang menjadi penyebab 

ketidakpatuhan. 

 

Kata Kunci :Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua, Ketidakpatuhan Wajib 

Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua, Faktor Eksternal, Faktor Internal.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ekonomi di Indonesia belum dapat mewujudkan masyarakat yang adil 

dan makmur. banyak pembangunan nasional yang masih kurang,bahkan 

fasilitas-fasilitas umum seperti jalan raya, puskesmas dan lembaga masyarakat 

lainnnya yang perlu diperbaiki. Masyarakat sering kali mengeluh dan tidak 

puas akan kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan nasional, Kondisi 

tersebut dipengaruhi oleh ketidakpatuhan para wajib pajak yakni masyarakat 

itu sendiri dalam membayar pajak. 

Struktur penerimaan Negara, penerimaan perpajakan mempunyai peranan 

yang sangat strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama 

penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembaangunan nasional. Penerimaan Negara dari sektor 

pajak menjadi salah satu indikator kunci keberhasilan pemerintahan. Untuk itu 

dibutuhkan partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam memikul beban 

pembangunan, maupun dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

pembangunan, salah satunya dalam bidang perpajakan diwijudkan 

keikutsertaan dan gotong-royong dalam pembangunan nasional, untuk 

mewujuudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam  rangka 

melaksanakan pembangunan daerah, setiap daerah membutuhkan dana yang 
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tidak sedikit, dimana dana tersebut dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan 

masyarakat. Dana pembangunan daerah bersumber dari penerimaan pajak 

daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 

Pajak jika dilihat dari wewenang pemungutnya dibedakan menjadi 2 

yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut 

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, 

sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah memiliki peran penting 

dalam meningkatkan penerimaan disamping pajak pemerintah pusat. Pajak 

daerah memiliki berbagai jenis pajak mulai dari pajak provinsi hingga pajak 

kabupaten/kota. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi 

maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

Toentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Definisi pajak secara resmi yang dimuat dalam undang-undang nomor 28 

tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 

tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan disingkat (UU 

KUP) adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
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pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia terus 

mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dapat dilihat dari banyaknya 

masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada 

kendaraan umum dalam menjalankan aktivitas mereka tidak hanya itu banyak 

masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu sehingga pertumbuhan 

kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan dan pertumbuhan kendaraan 

ini juga disebabkan karena begitu mudahnya masyarakat dalam memperoleh 

atau mendapatkan kendaraan bermotor yang mereka inginkan karena adanya 

sistem kredit yang diberikan oleh dealer kepada masyarakat 

Pemungutan Pajak Daerah di Indonesia diatur dalam UU No. 28 Tahun 

2009. Dalam undang-undang tersebut pajak daerah ialah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan 

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu 

pajak provinsi, dan pajak kabupaten atau kota. 

Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama 

kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak 

pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, serta pajak rokok. Pajak 

kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, 

pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, 

pajak pengambilan dan pengelolahan bahan galian golongan C dan pajak 

parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan 
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Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan. 

Salah satu sumber pajak daerah yang memiliki potensi besar 

pendapatannya yakni pajak kendaraan bermotor Karena setiap tahun jumlah 

penduduk meningkat, tentunya akan membuat kebutuhan kendaraan juga 

meningkat. Apalagi untuk kendaraan bermotor roda dua. 

 Undang-undang pajak daerah nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah 

dan retribusi pasal 1 ayat 12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas 

kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dan juga ayat 13. 

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya 

yang digunakan di semua jenis jalandarat, dan digerakkan oleh peralatan teknik 

berupa motoratau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu 

sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang 

bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam 

operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen 

serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 

Berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2004 bab 2 pasal 3 PAD 

bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk 

mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensiDaerah sebagai 

perwujudan Desentralisasi. 

Pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia terus 

mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dapat dilihat dari banyaknya 

masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada 
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kendaraan umum dalam menjalankan aktivitas mereka tidak hanya itu banyak 

masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu sehingga pertumbuhan 

kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan dan pertumbuhan kendaraan 

ini juga disebabkan karena begitu mudahnya masyarakat dalam memperoleh 

atau mendapatkan kendaraan bermotor yang mereka inginkan karena adanya 

sistem kredit yang diberikan oleh dealer kepada masyarakat 

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 194). Pada prinsipnya kepatuhan 

perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturn 

pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. 

Menurut Danarsi, Siti Nurlaela, dam Hendro Subroto (2017) Tarif 

pemungutan pajak akan semakin meningkat apabila jumlah atau kuantitas 

objek pajak semakin banyak dan nilai objek pajak mengalami kenaikan Dengan 

peningkatan kualitas pelayanan yang baik diharapkan dapat meningkatkan 

kepatuhan dalam bidang perpajakan. Karena Masyarakat akan membayar pajak 

apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran 

pajaknya.  

Permasalahan pajak kendaraan bermotor yang diungkapkan Nurman 

(2015). Tidak membayar pajak karena prosesnya rumit. Karena itu sudah 

selama tiga tahun pajak sepeda motor tidak dibayarkan. Menurutnya. 

Sebenarnya nilai pajaknya tidak terlalu besar. Paling hanya 200.000-300.000. 

tapi saat proses pembayarannya ini yang bikin malas. Karena rumit. Saya 

bukan tidak mau membayar pajak. Masak kita yang bayar, malah kita yang 
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dibikin rumit, sementara kami juga punya kesibukkan lain. Ciptakanlah 

pembayaran pajak yang lebih mudah secara online 

Permasalahan pajak kendaraan bermotor yang diungkapkan oleh Yusardi 

(2017), mengungkapkan permasalahan pajak kendaraan bermotor yang pasti 

patuh dan taat untuk membayar pajak kendaraan bermotor, asalkan sistem atau 

aturannya tidak sulit seperti saat ini, kalau bayar pajak kendaraan bermotor 

tidak boleh melalui orang lain walaupun suami atau istri/ Disamping itu KTP 

harus yang Asli sesuai dengan yang tercantum di STNK tersebut, hal ini jelas 

menyulitkan bagi masyarakat terutama masyarakat awam dan yang hanya 

mampu beli kendaraan bekas. 

Permasalahan lain diungkapkan oleh Bayu (2018), terkadang masyarakat 

itu sendiri tidak percaya diri, yang tidak yakin, dan malas untuk mengurus 

sendiri. Sebenarnya kalau wajib pajak sadar dengan kemudahan yang ada tidak 

perlu pakai calo, dia cukup dating sendiri, entry data. 

Sedangkan permasalahan di kecamatan alang-alang lebar kota Palembang, 

ditemukan bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor roda dua tidak pernah 

mencapai target. Muhammad Sandi selaku kasi IT jaringan dan pengembangan 

sistem yang ada di kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) provinsi 

Sumatera Selatan (2017). Penyebab dari ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan 

bermotor yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan tingkat pemahaman 

masyarakat terhadap kepatuhan  membayar pajak kendaraan bermotor 

disebabkan oleh masyarakat lebih mementingkan keperluan pribadinya, serta 

rendahnya pengawasan atas masyarakat atau wajib pajak yang tidak melakukan 

kewajibannya. 
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Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Provinsi Sumatera Selatan, 

merupakan unsur penunjang pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah 

provinsi Sumatera Selatan di bidang keuangan sub pendapatan daerah. 

Mengharapkan agar target penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat 

tercapai untuk semua kabupaten atau kota. Tak terkecuali untuk kecamatan 

alang-alang lebar yang tidak pernah mencapai target penerimaan. Hal ini 

tentunya akan menghambat pembangunan kota palembang 

Tabel dibawah ini menunjukkan target dan realisasi penerimaan pajak 

kendaraan bermotor (PKB) roda dua untuk kecamatan alang-alang lebar kota 

Palembang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. 

Tabel I.1 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor roda 

dua di kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang 

 

 

Tahun 

 

Target 

 

Realisasi (Rp) 

 

Persent

ase (%) 
Jumlah 

kendaraan 

roda dua 

Penerimaaan 

(Rp) 

Jumlah 

kendaraa

n roda 

dua 

Penerimaan (Rp) 

2014 22.194 4.550.119.555 21.614 4.120.534.000 90 

2015 21.434 4.293.077.784 20.861 4.210.125.117 98 

2016 32.869 5.738.982.403 32.234 4.671.220.848 82 

2017 19.507 4.713.345.212 18.988  4.364.154.611 92 

Sumber : Bapenda Provinsi Sumatera Selatan 
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Berdasarkan Tabel I.1 diketahui bahwa target pajak kendaraan bermotor 

roda dua di kecamatan alang-alang lebar kota Palembang tidak pernah 

mencapai target. 

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan fenomena diatas, dilakukan 

oleh Cokorda Istri & Ni Kt. Lely (2018) Tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan 

bermotor di Gianyar . Berdasarkan hasil yang diketahui kesadaran wajib pajak, 

kualitas pelayanan, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan 

sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Gianyar. Namun 

penelitian dari Dewi Kusuma Wardani & Rumiyatun menyatakan bahwa 

pengetahuan dan sanksi tidak berpengaruh signifikn terhadap kepatuhan wajib 

pajak kendaraan bermotor, kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

Penelitian dilakukan oleh I Made Adi Darma & I Ketut Jati (2017) tentang 

“analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan 

bermotor di kantor samsat Tabanan”. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi 

beberapa faktor. Salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib 

pajak yang tinggi akan mendorong semakin banyaknya masyarakat memenuhi 

kewajibannya. 

Penelitian dilakukan oleh Erliyana Fitrayanti & Meliza Putriyanti (2018). 

Tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak kendaraan bermotor di samsat Rumbai . Berdasarkan 

hasil yang diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan dilihat dari 
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pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, sikap rasional, dan 

persepsi sanksi perpajakan. 

Mengingat bahwa target penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua di 

kecamatan alang-alang lebar yang tidak tercapai, dan masih banyaknya wajib 

pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya, serta beberapa artikel yang 

menjadi penyebab ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dan 

beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan ketidakpatuhan wajib 

pajak kendaraan bermotor roda dua, maka peneliti tertarik mengambil judul 

analisis faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan 

bermotor roda dua di kecamatan alang-alang lebar kota Palembang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini : 

  Faktor-faktor apa saja penyebab ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan 

bermotor roda dua di kecamatan alang-alang lebar kota Palembang 

 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan dari perumusan masalah yang telah dijelaskan, tarif pajak 

yang ditetapkan, maka tujuan penelitian ini : 

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor roda dua di kecamatan alang-alang lebar kota Palembang. 
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D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian, maka peneliti ini diharapkan akan 

memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya : 

1. Bagi peneliti 

Dengan penelitian ini dapat mengetahui dan berguna untuk menambah 

wawasan mengenai faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor roda dua di kecamatan alalng-alang lebar Kota 

Palembang  

2. Bagi badan pendapatan daerah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak 

badan pendapatan daerah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab 

ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di kecamatan 

alang-alang lebar kota Palembang 

3. Bagi almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, 

menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi kajian penulisan yang 

akan datang. 
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